PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS Il A BANYUWANGI
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI
TENTANG
PEMBINAAN KEROHANIAN BAGI
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS Il A

BANYUWANGI
Nomor : W15.PAS.PAS13.HH-04.05 - 01
Nomor : B—Ol/l(k.13.30/HM.00.1/1/2023

Pada hari ini Senin tanggal 2 bulanJanuari tahun2023 bertempat di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.  WAHYU INDARTO, Amd.IP., S.H., M.M, Selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas ITA Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Letkol Istiglah No. 59 Kelurahan
Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Lapas kelas IIA Banyuwangi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Dr. MOH. AMAK BURHANUDIN, M.Pd.I Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi, berkedudukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Banyuwangi Jalan Adi Sucipto No. 112 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yang sclanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA
PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan
sebagai berikut ;

*  PIHAK PERTAMA, Kalapas scbagai Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung
jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa
Timur yang salah satu tugasnya melaksanakan Pembinaan Kerohanian bagi para Warga
Binaan Pemasyarakatan (sesuai dengan ketentuan umum UU No. 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan).



. PIHAK KEDUA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi
adalah mitra dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya
menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja
Sama(PKS) yang saling menguntungkan dengan Kketentuan-ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut :
PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama
yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang
dimiliki PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kerohanian bagi
Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas IIA Banyuwangi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah
Program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam bentuk pembinaan pondok
pesantren At-Taubah.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK akan membuat
perjanjian Kerjasama yang memuat tugas dan tanggung jawab masing masing pihak.
Kewajiban PIHAK PERTAMA :
1.  Menyiapkan tempat pendidikan untuk proses belajar mengajar.
2. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengikuti kegiatan pondok
pesantren.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi selama kegiatan berlangsung

Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menyiapkan tenaga pengajar/penyuluh untuk kegiatan pondok pesantren
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi selama kegiatan berlangsung

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua)Tahun, terhitung mulai sejak Perjanjian
Kerja Sama (PKS) ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu
vang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Perjanjian Kerja Sama(PKS) ini
berakhir;



2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera
ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Perjanjian Kerja Sama
(PKS) ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal
dan/atau berakhir.

PASAL 6
PERUBAHAN(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan
ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan

bagian  yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL7
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara

musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama(PKS) ini, akan diatur kemudian
dalam bentuk addendum atas perjanjian dan kesepakatan para pihak dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama(PKS) ini ;

2. Perjanjian Kerja Sama(PKS) ini dilaksanakan secara Kelembagaan dengan menghormati dan
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lembaga masing — masing;

3. Perjanjian Kerja Sama(PKS) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing- masing dibubuhi
materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing — masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
ALA KEPALA

YARAKATAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI
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